
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2100, 2016 KEMENAG. Pelayanan Terpadu.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN TERPADU PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan

kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan

di Kementerian Agama, perlu menyelenggarakan

pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Agama tentang Pelayanan Terpadu pada

Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAYANAN

TERPADU PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

di Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
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administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan.

2. Pelayanan Terpadu adalah pemberian pelayanan

terhadap satu atau beberapa jenis pelayanan yang

diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat

dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah Kementerian Agama.

4. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang

selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah

satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang

berada pada Kementerian Agama.

Pasal 2

Pelayanan Terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. memperpendek proses pelayanan;

c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,

murah, transparan, pasti, akuntabel dan terjangkau; dan

d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat

untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Pelayanan Terpadu diselenggarakan dengan prinsip:

a. keterpaduan;

b. ekonomis;

c. koordinasi;

d. akuntabilitas; dan

e. aksesibilitas.
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BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 4

Organisasi Penyelenggara menyelenggarakan Pelayanan

Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 5

(1) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 diselenggarakan dalam suatu tempat baik secara fisik

maupun virtual.

(2) Pelayanan Terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:

a. Pelayanan Terpadu satu pintu; dan/atau

b. Pelayanan Terpadu satu atap.

(3) Pelayanan Terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan

beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

(4) Pelayanan Terpadu satu atap sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memadukan

beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa unit kerja

penyelenggara pelayanan untuk menyelenggarakan

pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai

dari tahap permohonan sampai dengan tahap

penyelesaian produk pelayanan di bawah satu atap.

(5) Pelayanan Terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan Pelayanan Terpadu yang

dilakukan dengan mendayagunakan sistem informasi

manajemen dan/atau mengintegrasikan pelayanan

secara elektronik.
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